
a. bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Cirebon diatur dengan Peraturan Bupati 
Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 
perlu mengubah Kodefikasi dan Klasifi.kasi 
Nomenklatur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengganti 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 

BUPATI CIREBON, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 144 TAHUN 2020 

Menimbang 

NOMOR14'7 TAHUN 2020 SERII • 6&U& .. 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Negara (Lembaran Negara Perbendaharaan 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten Dal am 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Serita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, 

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 ten tang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

(Lembaran Negara 

2004 Nomor 126, 

Pemerintahan Dae rah 

Republik Indonesia Tahun 



PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG SJSTEM 
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

17. Peraturan Daerah Ka bu paten Cirebon Nomor 12 

Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Cirebon [Lembaran Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri 0.7); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Cirebon 

Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6); 

Keuangan Daerah; 

Perencanaan dan Pembangunan Nomenklatur 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 

Tahun 2016 ten tang Penggolongan dan Kodefikasi 

Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2083); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

Menetapkan 



8. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas 

7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikh ti saran 

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan 

serta penginterpretasian atas hasilnya. 

pengguna selaku pemerin tah daerah 

anggaran / pengguna barang. 

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Cirebon. 

2. Bupati adalah Bupati Cirebon. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 



13. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 

keuangan. 

14. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang 

menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. 

12. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya 

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa 

dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi 

bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, 

ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, 

pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat 

pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 

bersangkutan. 

11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta 

mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam 

pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 

yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian 

sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan 

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak 

analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan 

di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. 

10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tan pa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. 



21. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan 

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 

19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut 

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi 

mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas 

awal, surplus/ defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

20. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 

selanjutnya disebut LPSAL adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL 

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 

SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir. 

18. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas 

selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan 

setara kas pada tanggal pelaporan. 

16. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 

pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, 

beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu 

entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan 

dengan periode sebelumnya. 

17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi 

posisi keuangan suatu entitas pelaporan rncngenai 

aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

dengan yang masing-masing diperbandingkan 

anggarannya dalam satu periode. 

15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut 

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi 

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 

surplus/ defisit LRA dan Pembiayaan, Sisa 

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 



23. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang 

terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan. 

24. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar 

penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan 

daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan 

dalam penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah dan keuangan daerah. 

25. Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut 

U rusan adalah kekuasaan pemerin tahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 

oleh kementerian negara dan penyelenggara 

pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

26. Organisasi adalah perangkat daerah yang merupakan 

unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

27. Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana 

berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian 

masing-masing kelompok dana. 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, 

LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 

22. Entitas akuntansi adalah SKPD selaku pengguna 

anggaran/ pengguna barang di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Cirebon dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 



(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

BAB III 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal3 

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 

pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam 

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada 

jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan 

neraca saldo serta penyajian la po ran keuangan. 

b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan 

prosedur akuntansi bagi SKPKD dan SKPD. 

SAPD bertujuan untuk: 

a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan 

Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten 

Cirebon dalam melaksanakan prosedur akuntansi 

untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Cirebon, Laporan Keuangan SKPKD dan 

La po ran Keuangan SKPD dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan 

baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan; 

dan 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

28. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkai L 

transaksi keuangan yang disusun secara sistematis 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. 



Kodefikasi, Klasifikasi Urusan, Fungsi dan Bagan Akun 

Standar berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahuri 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. 

Pasal 5 

terpisahkan dari Peraturan ini; dan 

d. Format Laporan Keuangan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 

dalam 

tidak 

b. Sistem Akuntansi sebagaimana tercantum 

Lampiran II yang merupakan bagian 

terpisahkan dari Peraturan ini; 

c. Konversi Laporan Keuangan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

SAPD Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri atas: 

a. Entitas Akuntansi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan ini; 

Pasal 4 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 ten tang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah (Serita Daerah Kabupaten 

Cirebon Tahun 2014 Nomor 31,Seri E.11) sebagaimana 

telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 

Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

(Serita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 

Nomor 20, Seri E.) masih tetap berlaku sampai dengan 

tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2020. 

Pasal 7 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

( 1) Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan dengan 

perbandingan Laporan Keuangan Tahun 2020, 

dengan format konversi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 

(2) Laporan Keuangan Tahun 2020 disusun berpedoman 

pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah (Berita Daerah Ka bu paten Cirebon 

Tahun 2014 Nomor 31, Seri E.11) sebagaimana telah 

beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon 

Nomor 31 Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah. 

. 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal6 

BAB IV 



Diundangkan di Sum ber 
pada tanggal 16 Jteaea~r i•20 

IMRON 

TID 

BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 

pada tanggal 15 Desember 2020 

penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Cirebon. 

memerintahkan 
ini dengan Bupati Peraturan 

orang mengetahuinya, Agar setiap 
pengundangan 

pad a berlaku mulai Peraturan Bupati ini 

Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 8 


